
BERITA DAERATI

I{?BUPATEN il!]L'ITLENGKA

NOMOR z 17 TAHIIN 2OL6

PERATURAIT BT'PATI MA.IALENGI(A

NOMOR 14 TAHUN 2A16

TENTANG

PERUBAIIAfi I(EDUA ATAS PERATT'RAN BT'PATI UA*'ALENGKA
I{OMOR 25 TAHI'IT 2015 TEIYTAITG PEITJABARATT ANGGARAIT PEilDAPATAIT
DAN BELAilJA DAERATI KABUPATEN MA"'ALEIYGKA TAHUN AITGGARAIT 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran menu
kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus
beidasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20-16

tentang eetunjuk Teknis . Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Bantuan operasiohal Penyelenggaraan PAUD

Tahun 2OL6, adanya Pemanfaatan Kembali siLPA Dana
Al0kasi Khusus berdasarkan Pasal 11,O Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
48/PMK. 07 1201.6 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa, adanya pemanfaatan kembali
SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi, dan adanya
pemanfaatan kembali SiLPA dana trandfer lainnya yang
bersifat spesifik, maka kiranya perlu dilakukan
penambahan dan penyesuaian program dan kegiatan
d.la* Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2OL6;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Romawi v point L4

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tah-un 2015 tentang Pedoman Pen5rusUnan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A16,
bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan
y"ng dibiayai dari dana traflsfff dan sudah
j.t"* peruntrrkannya dan pelaksanaan kegiatan dalam--

--keadaan .....2



Mengingat : 1.
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keadaan darurat danlatau mendesak lainya, yang belum
cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka sambil
menunggu perubahan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah
Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan
dimaksud dengan terlebih dahulu melaksanakan
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25
Tahun 2Ot S tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2OL6.

Undang-Undang Xo*o, t4 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tefitang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2351);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpqiakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nornor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Perubahan
Keempat Atas Undang-Undang . Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umurn Dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang (temberan Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO9 Nomor 62, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a9991;

2.
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun L997 tentang
Penagihan Pqiak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tarrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor L9 tahun 2OOO tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun t997 tentang psnagihan Pajak
dengan Surat Paksa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor t29, Tarrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun lggg tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara RepUblik Indonesia Nomor 38741,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2O Tahun 2OO 1 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun ZOOL Nomor 134, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a15O);

Undang-Undang Nomor ,!7 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nqmor 4286l;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),'

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelola.an dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a4OO);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pelnbangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211;

4.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tanbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kafi diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Terlang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahern Daeterh (Lemba,ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OI4 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tarhun 2Ol4 Nomor 292, Tambahan Iembelran
Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun L977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3A921,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahtin 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor l23l;
Peraturan Pemerintah Nornor 1O9 Tahun 2OO0 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2OAO Nomor 2lO, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a028l;

16"
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44161, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 2l Tahun 2OOT

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Ta}lun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Ralqyat Daerah (Lembaran Negara Republik Iadoncsia
Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aT L2l1'

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
45021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OL2 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5

tentang Pengelolaan Keuangan Badan I"ayanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2
Nomor !7 !, Tambahan l"embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembarbn Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang
Sistem Infornrasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761

sebagaimua Ghh diubah derrgan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2Arc tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 1.4O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

18.

19.

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 15O, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nosror a593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6la\

Peraturan Pemerintah I Nomor 3 Tahun 2OOT tentang
l,aporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 19, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a6931;

Peraturan Pemerintah Nonior 39 Tahun 2OOT tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7381;

Peraturan Pernerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomoi 20, Tanrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a816);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor 18),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 83 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 Tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29. Perattiran Pemerintah .....7



29.

7

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2OtO tentang
Pedoman Pen5rusunan Peraturan Dewan Penvakilan
Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O1O Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51Oa);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tfrgas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 20fi tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O1O tentang Tata Cara
Pelaksanaan T\rgas dan \l/ewenang sErta. Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomo? a2O9l; ^
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2O1O tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pqjak Daerah dan Retribusi Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor 7 L Tahun 2OlA tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLO Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun ZOLL tentang
Pinjaman Daeirah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talrun 2OtL Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52L9!4

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ot2 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52721;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533h

30.

34.
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 123, Taxtbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomot 47 Tahun
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57171;

Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Ol4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor L68, Tambahan Irmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peratrrran Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OL4 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negala Republik Indonesia Tahun
2OL4 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 569a|;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor' 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaan BaranglJasa Milik Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 20 15 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2AlO
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (I,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan kmbaran Negara ReptiUtit Indonesia
Nomor 5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OLl
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Beita Negara Republik
Indonesia Tahun z0lt Nomor 31O);

40.

41. Peiaturan Menteri ..... 9
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2OO9
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OOT
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anggarao Pendapatao dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2OLL tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 16 Tahun 2OA7 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2OtL Nomor 525;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2AA7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran .dan Pertanggungiawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam hfegeri Nomor 32 Tahun zAfi
tentang Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20lt
Nomor 45O) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir deogall PeraturaB Menteri Dalam , Negeri Nqmqr
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OII tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor SaO);

42.

43.

44.

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2
Nomor 75al;

46. Peraturan Menteri ..... 10
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah:un 2Ol4
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Tertib Administrasi Pengajrra.n, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor lTaal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaraq 2QLO {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9O3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 20361;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2Arc
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5a7l;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
48/PMK.A7|2OL6 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor a77l;

Perahlran Menteri Pendidikbn dan Kebudayaan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pehrnjuk Teknis Penggunaan Dana
Bantuan Operasional Penyelenggar€rn Pendidikan Anak
Usia Dini.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi
.Iawa Barat Tahun 2015 Nomor 115 Seri'AJ;

Feraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun
2OO5 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mqialengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO5 Nomor 8
seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2OOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majaleng!<a (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2OOg Nomor 2);

55. Peiaturan Daerah ..... l1
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55. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun
2OA9 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kabupaten Majalengka (kmbaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2OO9 Nomor 5);

56. Peraturan Daerah Kabupaten M4ialengka Nomor 10
Tahun 2OO9 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2OO9 Nomor 10) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka
Nomor 8 Tahun 2OLl tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Mqialengka Nomor 10 Tahun 2OOg
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Mqialengka (kmbaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2011 Nomor 8);

57. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun
2Ol5 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2OL6 (Lembaran
Daerah Kabupaten MajalpnSka T{un 2O15 Nomor 7).

MEHUTUSI(Ail :

Menetapkan : PERATURAII BUPATI TENTANG PERUBAHAIY KEDUA ATAS
PERATURAN BI'PATI UA.'ALEISGI(A NOUOR 25 TAIIUN
2(,15 TEII"AITG PEITJABARAIT AISGGARATT PEITDAPATAn
DAlt BELAI{JA DAERAII KABUPATEIT il/il"IALtlIGKA
TAIIUI AITGGARAIY 2(J16. :

hsal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2OLs
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten M4ialengka Tahun
2015 Nomor 25) diubah sebagai berikut

1. Diantara Pasal 1A dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal lE}

Perubahan Peqiabaran APBD Tahun Anggaran 2OL6 adalah sebagai berikut:

1. Peadapatan

a. Semula
b. Bertambah (Berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah
perubahan

2.838.685.700.8n,51

0,00

Rp.

Rp.

Rp. 2.838.685.700.877,51
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2. BelanJa

a. Semula

b. Bertamb:ile (Berkttrang)

Jumlah Belanja setelah perubahan
Surplus /(Defis$ setelah perubahan

Pembia5raan

A. Penerimaan

1. Semula

2. Bert amb ah (berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan

B. Pengeluaran
1. Semula

2. Bertambah (berlarrang)

Rp.

Rp.

2.882.629.&t7.265,18

91.580.236.055,00

112.943.946.387,67

91.580.236.055,00

2.974.209.883.320,18
(135.524.182.M2,67)

Rp. 204.524.182.M2,67

69.000.000.000,00

135.524.182.M2,67

0,00

Rp.
Rp.

Rp.

&.

Rp.

Rp.

69.m0.000.000,00

0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Jumlatr Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa Lebih lrcnbtayaan setelah penrbahad

Rp.

Rp.

- Rp.

2. Diantara Pasal 2A darrt Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimang dimaksud dalam Pasal lEl
dirinci lebih lanjut pada lampiran I.B dan I.c Peiaturan Bupati ini.

Diantara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3E}

sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 38

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah
menauat Perubahan pergeseran antar belanja yang bersumber dari Dana
Alokasi Ktrusus pada-Dinas Pendidikan, adanya penambahan anggaran dan
kegiatan yang bersumber dari SiLPA Dana Alokasi Khusus untuk Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit Majalengka, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,
Pertambangan dan Energi, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas
Pertanian dan Perikanan, Badan Pen5ruluh Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan, Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, adanya
pemanfaatan SiLPA Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Barat untuk Dinas
Kesehatan dan adanya pemanfaatan kembali SiLPA dana transfer lainnya
yang bersifat spesifik pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah yang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II.B
Peraturan Bupati ini.

3.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tansgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada Tanggal a3 Agustus 2016

BTIPATI UA.'ALEITGKA,

Cap/Ttd

srmRrsro

Diundangkan di Mqiatengka
pada Tanggal

SEI(REIARIS DATRAH
IIABIIPATETS UA,9tEIIGXA,

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

IITPAI,A BAGIAIT HI'KTIU,

GUII Glrlq U.D?. S.H.. U.Pil
NIP. 19680327 199603 1 003


